QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DAN PENAMBATAN BOAT IKAN
DI PERAIRAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan bagi
Daerah untuk menetapkan jenis penerimaan Daerah dari sektor
Retribusi Daerah selama retibusi daerah tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor : 88 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

b. bahwa Perairan umum adalah potensi sumber kekayaan yang
dapat dimanfaatkan untuk  meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sehingga perlu diupayakan pemenfaatan, penataan,
pemeliharaan, pengawasan, pengendalian untuk menciptakan
lingkungan yang bersih, sehat dan tertib dalam rangka menunjang
terlindunginya ekosistem dari kerusakan dan pencemaran
lingkungan, dipandang perlu mengatur dan memungkut Retribus
Tempat Perkir dan Tambahan Boat lkan Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu
Qanun Kabupaten Nagan Raya,

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Ekslusif ( ZEE ) Indonesia;

3. Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
A==h Java KabupatensNagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
gt rFovinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 10 Tanun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonaesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

Unoang-undang Noinor 15 Tanun 2004 tentang FPemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lemoaran Negara Nomor 4400;,

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Perawran Pemerintain ivomor 25 Tanuii 2000 entang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

14.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4165) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4042},



i6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
gan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41
Tambzahan Lemberan Negara Nomor 4090}

17 Feraturan Penerintah Noimor 86 Tanuri 2001 tentang Retribusi
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
'1% Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

L

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Fedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
“abupaten/Kota: -

i

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:

<0 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

e

Prosadur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

21 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22 Keputusan Menter Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah

Dinas:

<3.Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

24 Qanun Frovinsi Nanggioe Aceh Darussaiam Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalami Tahun 2007 Nomor 03,
Tambahan _=milaran “ae 2k Tahun 2007 Nomor 03).
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RESTRIBUSI PARKIR
DAN PENAMBATAN BOAT IKAN DI PERAIRAN UMUM.

BAB ¢
KETENTUAN UiNiuiu

Fasdil
Dalam Qanun ini yang dimaksud gengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

Otonomi lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah:

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya,

9.  DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya:

6. Qanun adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku;
& Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Nagan Raya:
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
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26.

srawan Khusus Penenmaan ( BKP ) adalah

=

Benczharawan Khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan
re: i “abupatenNagan Raya; \

Re’ 4 [Leerah adalah Pungutan Daeran sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan,

Jasa adalah kegiatan Pemernntah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
Retribisi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan
pleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kkepentingan dan
wemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badar

Earan n Lindin, tnenputi sungai, danau, geunany, muara sungai
gan rawa-rawa;

Kaoe o lkaii yaig selaijuinya disebut Boat lkan adalah
wenc 10 arr yang memakai peralatan teknik/mesin sebagai
peng rak termasuk mesin tempel yang digunakan untuk
eksploitasi ikan dan sejenisnya baik di laut maupun di perairan
umum lainnya;

Parkir adalah keadaan tidak beigerak suaiu Kendaraan bermotor
yvang bersifat sementara;

Tempat Penambatan adalan tempat yang disediakan dan
ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang
digunakan untuk berlabuh bersandar Boat ikan dengan fasilitas
tempat pengikat;

Lokas| adalah suatu kawasan/tempat tertentu yang diperuntukan
untuk tempat parkir dan penambatan Boat [kan;

Retribus! Penambatan Beat lkan di perairan Umum Yyang
sslar o ya  disebut  Retribusi adalah pembayaran atas
pencyunaan ruang perairan dan penambatan Boat lkan tempat

pelabuhan pada lokasi tertentu;
Wajlb Retribusi adalah orang yang privadi atau baduan yang

menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran Retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu ferteniu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi  untuk
memanfaatkan fasilitas Tambat Boat Ikan;

Surat Pendaftaran Objck Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunkan oleh wajib Retribusi
untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang
terutang renurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerar;

Surai Ketetapail =eiribusi vaeian yaiiy SEi@ijuinya aisingiat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambanan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah
ditetapkan,

Surat Ketetapan Retrihusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kerana jumlah Kredit
Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seianjuinya aisingkat STRD
adalah surat untuk melakukan Tagihan dan atau sanksi

Administrasi berupa bunga dan atau denda;



27 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
«eheratan terhadap SKRD. SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap
pemotongan dan pengymungutan olenh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Retribusi.

22 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan pengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Retribusi Daerah.

2o Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari
serta mengumpukan bukti yang cukup sehingga membuat terang
tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir dan Penambatan Boat |kan di Perairan
Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penggunaan
Ruang Perairan dan tempat Penambahan Boat lkan pada lokasi yang
tetapkan.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir dan
tambat Boat lkan di pelabuhan perikanan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh
BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 4
Sebjek Retribusi adalah orang pribadi atau pbadan yang
memanfaatkan/menggunakan tempat parkir dan tambat boat ikan yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB lll
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Parkir dan Penambatan Boat lkan digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan

ruang perairan tempat berlabuh.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7
1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif



= Seiasarkan atas tujuan untuk menutup biaya pelayanan
memperhatikan® kemampuan masyarakat dan aspek
e Si=ampine untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan

= sebogamana dimaksud padga ayal (1) meliputi  biaya
emmcckan  pengawasan serta digunakan untuk penyediaan
——~na=t parkir dan penambahan boat ikan,
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-
-

. bAD Vi
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

$8) Ssusaur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan pengguna
Fu=ng perairan,

' Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
mersacarkan  jumiah rata - rata Boat lkan yang diparkir
<r=ndingkan dengan kapasitas ruang tempat berlabuh atau

p— —i*ﬁpin-‘-
2 i ¥

%91 S+ «tur Can besarnya lanf ditetapkan seoagal berikut .

- i TR E————

Ll o Ukuran Boat lkan | Tarif

S ————

an ' Lebar Bodi 1 -2 M Rp.500,.-/sekall berlabuh
. Panjang Bodi a-10M | (Selama 24 jam)

gang Lepar Bodi 1 =2 M Rp.750,-/sekaii berlabuh
| Panjang Bodi2-25M | (Selama 24 jam)

Tingg Lebar Boai 11 - 12,6 M | Rp.1.vdUisexali
Panjang Bodi 3 -4 M berlabuh
(Selama 24 jam)

ngat tingg! | Lebar Bodi - 4 M

Panjang Boar > 17M Rp.1.450, -Isekal
fertshiih
o (S 3 24 jam) N
BAB Vi!

WILAYAH PEMUNGU AN

Pasal 3
Retribusi yang terutang dipungut diwilayan Daerah tempat pelayanan
diberikan,

BAB Vi
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10
Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan,

BAB 1A
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasai 19
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
pelas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi

diatur dengan Keputusan Bupati;



BAE x
. TATA CARA PENAGIHAN

Pasai 16
%) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainyang  sejenis
S£020a1 awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi di

“Suarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pPembayaran:
Dalam jangka wakty 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
“Eguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus
meiunasi Retribusi yang terutang;

Surat teguran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikeluarkan
20 pejabat yang ditunjuk:

~

Lk

OAD Al
KREBERATAIN

Fasar i
/Najio Reiriousi YaPd filaligajuke’ Keperatan Nanya kepada Bupati
tau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen [ain yang
Jipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB:
“eberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
alasan - alasan yang jelas:

' Dalam hal Wajib Retribusi menajukan keberatan atas ketetapan
Retribusi,  Wajib  Retribusi harus  dapat  membuktikan
xetidakbenaran Retribusi tersebut:

| Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLR t.terbitkan, kecuali dpabila Wajib retribusi
©enentu capat menunjukan bahw: jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya:

Keberatan tidak memnuhi versyaratan sebagaimana dimaksud
Pada ayai (£) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan
sehingga tidak dinertimbannkan:

(6) Pengajuan keberatan udak menuiida Kewajioan membayar
Retribusi dan pelaksaan penagihan Retribusi:

Pasai i8

(1) Bupati daiam Jangka wakty paing fama 6 ( enam ) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus rmemberi keputusan atas
Keberatan yang diajukan

(2) Keputusai Bupatl atas keberaia dapat berupa menerima
seluruhnya atas aebahagian menolak atau menambah berasrnya
Retribusi yang terutang:

(3) Apabila jangka wakty sebagaimana aimaksud Pada ayat ( 1) telah
lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang ajukan tersebut diaggap dikabulkan:

BAB Xli
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelabihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati:

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberikan
keputusan:

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana cimaksuag paaa ayai (2 )
telah  dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan,
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2)

(1)

(<)

(3)

(1)

(2)

ohonan  pengembalian  kelebihan  Retribusi  dianggap
<an dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

am : 1 { satu ) Hulan

a2 Waub Retribus mempunyar nuang lainnya, kelebihan

:'.:a,a.a-. retribusi sebajaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

Jxan calam Jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak

txannya SKRDLB:;

2 -erﬂba.u., relebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
<sud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling
E ~dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

abila pengembal an kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat
<& waklu £ ( dua ) Bupati memberi imbalan bunga sebesar

. dua prosen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran

- -4
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Pasai LU
~ermohonan  pengembailan kelebihan pembayaran Retribusi
dizjukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang—
kurangrya menvebutkan :
a. Nama dan Aiamat Wajib Retriousi,
D. Masa reiribus:;
c. Besarnya keiebihan peinbayaran;
d Alasan vano singkat dan ielas:

- Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat;

) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati:

Pasai 21
Pengembalian Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah membayar Kelebihan Ratribusi { SPMKR ).
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan
hutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat ( 3 )
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti
pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB Xlil

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Fasai £2
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi:
Pemberian pengurarigan, kenngariaii Gain pembebasarn Retribusi
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

ditetapkan oleh Bupati,

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 23
Pejabat Pegawai Negeri Sipil terentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpuikan dan meneiln keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap dan jelas;



Meneiti. mendan dan mengumpuikain Keerangarn mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

M=riinta veterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

2dan sehubungan dengan tindax pidana i bidang Retribusi

Dla.:x v

d Memenksa Duku-DUKU caldtan  udil cokumen-dokumen
berkenaan denagan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

e Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan pembukuan
pencatatan - pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaya ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

g, Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
maninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen vnag dibawa debagimanan dimaksud pada huruf e;

h Mematret seseorana yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidars Retribig’ PMasran

I Vit angul < AU L.:Illill.;l‘.'u. STV RToT-Y ncvSidinigaililyd
diperiksa sebaga! tersangka atau sakst,

j.  Menghentikan penyidikan,

v Mealakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran

penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut

hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;

&

L

(3) Penyidik sebagimana dimaksud paaa ayat ( 1) memberitaukan

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada
penurut Umum sesual cdengan katentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor . 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidar~:

BAS AV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 ( enam ) bulan dan/atau dendla paling banyak 4 ( empat )

kali jumiah Retribusi terutang;
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasai <o
Dengan berlakunya (lanun ini maka semua ketentuan lain yang
bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 26
Hal - hal belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang men_genai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;



Pasal 27
O=-un ini mulai berlakunya sejak tanggal diundangkan.
&gar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

C=~un ini dengan penepatannya dalam Lembaran daerah Kebupaten
MNagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
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